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ABSTRAK

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor
5 Tahun 2022 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Papua
Pada Masyarakat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan ini
dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra bahwa selama ini tidak ada perlindungan
dan pengakuan dari pemerintah daerah terhadap masyarakat hukum adat, seringkali hak-hak
masyarakat hukum adat diabaikan begitu saja termasuk adat-istiadatnya dan tradisinya sejak dulu kala
tidak diperhatikan sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penyuluhan
hukum tersebut guna agar mitra dapat mengetahui adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua. Metode pelaksanaan
pengabdian ini dilakukan dengan cara melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu,
tanggal 28 juni 2025 yang dilaksanakan di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten
Jayapura dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai Peraturan Daerah yang mengatur
tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua, kegiatan ini diawali
dengan persiapan dan koordinasi kemudian pemaparan materi kepada masyarakat setempat di
Kampung Nendali. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra
tentang peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun
2022 yang telah memberikan pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat sehingga
hak-hak masyarakat hukum adat tetap diakui asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022.

ABSTRACT
This community service is carried out with the title Legal Counseling of Regional Regulation of
Papua Province Number 5 of 2022 Concerning Recognition and Protection of Indigenous Legal
Communities in Papua Province in the Community in Nendali Village, East Sentani District,
Jayapura Regency, this activity is carried out to partners due to cases from partners that so far there
has been no protection and recognition from the local government towards indigenous legal
communities, often the rights of indigenous legal communities are simply ignored including their
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customs and traditions since time immemorial are not noticed so that with the expertise possessed by
the servant can carry out legal counseling so that partners can know the existence of Regional
Regulations that regulate the Recognition and Protection of Indigenous Legal Communities in Papua
Province. The method of implementing this community service is carried out through lectures and
discussions held on Saturday, June 28, 2025 which was held in Nendali Village, East Sentani District,
Jayapura Regency by providing knowledge to partners regarding Regional Regulations that regulate
the Recognition and Protection of Indigenous Legal Communities in Papua Province, this activity
begins with preparation and coordination then presentation of material to the local community in
Nendali Village. The output of this service is to provide partners with an understanding of laws and
regulations, especially Papua Provincial Regulation Number 5 of 2022, which has provided
recognition and protection to indigenous legal communities so that the rights of indigenous legal
communities remain recognized as long as they do not conflict with applicable laws and regulations.

Keywords: Legal Counseling, Regional Regulation of Papua Province Number 5 of 2022.

PENDAHULUAN

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau the
indigenous people, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan
istilah “masyarakat adat (Djamanat Samosir, 2013). Masyarakat hukum adat adalah
komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku
manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan
kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya
mendapat sanksi dari penguasa adat.

Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di
wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang
lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para
anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber
kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.

Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling
berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola-pola perilaku
yang sama, dimana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola
tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup
dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas
hubungan dengan pola berulang tetap. Dalam kerangka konsep peristilahan dan pengertian
penggunaan istilah masyarakat adat pada wacana hukum, menimbulkan berbagai perdebatan
olen para ahli, praktisi, maupun pemerhati  masalah masyarakat adat baik secara
lokal/nasional maupun internasional. Dalam tataran hukum internasional, masyarakat bangsa-
bangsa melalui PBB dalam instrument hukumnya yang telah ditetapkan oleh Majelis Umum
PBB tahun 2007 telah mendeklarasikan secara universal tentang Indigenous Peoples Rights.

Pada bagian lain, istilah “masyarakat hukum adat” dan “masyarakat adat” tersebar
penyebutan dan penggunaannya dalam berbagai produk hukum perundang-undangan di
Indonesia. Namun, pada tahun-tahun belakangan ini, menunjukkan istilah “masyarakat adat”
semakin populer dan realistic penggunaannya dalam produk hukum perundang-undangan di
Indonesia. Sementara itu, penggunaan istilah “masyarakat hukum adat dan masyarakat adat”
digunakan dan tersebar penggunaan kedua istilah tersebut dalam ketentuan yang sama secara
bersamaan. Selain istilah “masyarakat hukum adat dan masyarakat adat”, juga digunakan
istilah “Komunitas Adat Terpencil” dikenal dan telah diatur dalam produk hukum perundang-
undangan di Indonesia. Sadar atau tidak dalam politik hukum Indonesia menggunakan
berbagai istilah untuk merujuk kepada orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai
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Tertinggal” (neglected communities), “Masyarakat Terpencil” (remote communities),

“Masyarakat Hukum Adat” (customary law communities) dan, lebih sederhana, “Masyarakat

Adat” (masyarakat yang diatur oleh adat-communities governed by custom), atau ada yang

menggunakan istilah masyarakat adat setara dengan penduduk.

Istilah indigenous peoples yang telah disepakati penggunaannya secara resmi dalam
instrument-instrumen hukum internasional, maupun penggunaannya secara luas oleh lembaga
dan masyarakat internasional. Walaupun istilah ini telah digunakan dalam beberapa
instrument hukum internasional, namun belum disertai dengan definisi yang baku. Indigenous
peoples secara harafiah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh sebagian penulis di
Indonesia yang dipadankan dengan istilah masyarakat asli, masyrakat adat, dan masyarakat
hukum adat. Istilah Indigenous Peoples (masyarakat adat) yang telah diwacanakan dan
digunakan secara luas dan resmi pada tataran nasional dan internasional, yang memiliki
sejarah yang panjang dan perdebatan yang luas dan kompleks untuk meyakinkan semua
pihak.

Terutama setelah persoalan HAM mengemukakan dalam dinamika politik dan hukum
masyarakat bangsa-bangsa yang terasa semakin mendesak, mereka hidup dalam kondisi yang
sangat tidak beruntung dibandingkan dengan masyarakat lainnya dalam sebuah negara dimana
mereka sekarang hidup dan tinggal.Mereka tidak sekadar hidup dengan beban diskriminasi
yang sudah bersejarah panjang, tetapi juga terdepak dari akses terhadap tanahnya,
wilayahnya, dan sumber daya yang mereka miliki.Mereka menjadi terasing dari kehidupan
sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sistem religinya sendiri serta integritas dan identitas
mereka sebagai manusia dan sebagai warga komunitasnya tengah terancam. Disatu sisi
mereka belum siap untuk menjadi seperti masyarakat lain yang menamakan dirinya sebagai
masyarakat modern, sementara disisi lain nilai-nilai dan sistem hidup tradisional mereka
terancam sirna.

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau the
indigenous people, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan
istilah “masyarakat adat” Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh
pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu
sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup
karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.
Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah
tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi
atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota
masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya
hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.

Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling
berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola- pola perilaku
yang sama, dimana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola
tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup
dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas
hubungan dengan pola berulang tetap. Perlindungan hak-hak masyarakat adat terdapat dalam
Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyatakan bahwa :

(1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan
dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan hukum yang berlaku.

(2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum
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adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

(3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh
penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat
setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak
lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk
keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan
warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah
yang diperlukan maupun imbalannya.

(5) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha
penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana,
sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan.

Begitupun didalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan
Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu
dan berdirinya tidak ditentukan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau
penguasa lain dengan solidaritas sangat besar diantara para anggota, memandang yang bukan
anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber
kekayaan alam digunakan sepenuhnya untuk anggota masyarakat hukum adat bersifat tidak
tetap terhadap keberadaan masyarakat adat dan beberapa pendapat para ahli mengenai
pengertian masyarakat hukum. Dengan adanya hak bagi anggota persekutuan untuk
memanfaatkan tanah ulayat, maka hak ulayat melekat menjadi hak perseorangan, merupakan
hak yang diberikan untuk anggota persekutuan atas tanah ulayat.

Didalam Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua mengatur tentang
Hak Atas Spiritual dan Kebudayaan yakni :

a) Masyarakat hukum adat berhak menganut kepercayaan dan melaksanakan ritual yang
diwarisi dari leluhurnya.

b) Masyarakat hukum adat berhak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi
hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan kebudayaannya melalui
pendidikan budaya.

¢) Pendidikan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sekolah
Adat.

d) Sekolah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

e) Masyarakat hukumadat dan pemerintah daerah wajib mengiventarisasi dan melindungi
benda-benda dan tempat keramat masyarakat hukum adat serta situs peninggalan sejarah.

Mitra dalam pengabdian ini adalah masyarakat di Kampung Nendali Distrik Sentani
Timur Kabupaten Jayapura yang mana sebagian besar dari mereka masih belum mengetahui
adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan
masyarakat hukum adat di Provinsi Papua. Ada 2 (dua) hal yang menjadi masalah mitra
melalui observasi pengabdi sehingga menemukan permasalahan seperti antara lain, apakah
Pemerintah Daerah Provinsi Papua masih mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat
hukum adat di Papua ? dan apakah ada peraturan perundang-undangan yang mengakui dan
melindungi hak-hak masyarakat hukum adat di Papua.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut diatas maka pengabdi menganggap
penting untuk melakukan Penyuluhan Hukum Penyuluhan Hukum Peraturan Daerah Provinsi
Papua Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
Di Provinsi Papua Pada Masyarakat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten
Jayapura.
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METODE

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan dengan melalui ceramah dan diskusi, pada hari
sabtu, tanggal 28 juni 2025 di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura,
materi diberikan oleh Dosen dibidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Cenderawasih untuk memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai Peraturan Daerah yang
mengatur tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua.
Tim pengabdi melakukan pembimbingan teknis kepada mitra untuk memahami peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum
adat di Provinsi Papua. Pendekatan dilakukan kepada mitra dengan cara ceramah dan
sosialisasi untuk memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai Peraturan Daerah yang
mengatur tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua.
Dalam pelaksanaan program Penyuluhan Hukum Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5
Tahun 2022 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi
Papua pada masyarakat di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura,
mitra menyiapkan tempat/lokasi yang dilaksanakan di Kampung Nendali dan masyarakat
setempat ikut hadir dan bergabung dalam penyampaian materi ceramah atau sosialisasi oleh
tim pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan ceramah dan sosialisasi tentang Penyuluhan Hukum Peraturan Daerah
Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat
Hukum Adat di Provinsi Papua pada masyarakat di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur
Kabupaten Jayapura, ini dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 28 juni 2025 diikuti oleh
masyarakat setempat. Materi pokok yang disampaikan tentang pengakuan dan perlindungan
masyarakat hukum adat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022.
Berikut ini beberapa pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di
Provinsi Papua antara lain :
1) Pasal 3: Peraturan Daerah Provinsi ini bertujuan sebagai pedoman Pemerintah Daerah
dalam :

a. memberikan  pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemberdayaan dan
pengembangan hak-hak masyarakat hukum adat dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. memberikan kepastian hukum dalam perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum
adat dan hak-haknya sesuai harkat, martabat dan kearifan lokal;

¢. memberikan kepastian bagi keberadaan masyarakat hukum adat sehingga dapat hidup
secara aman serta dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat
sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya tanpa diskriminasi;dan

d. melaksanakan pemberdayaan bagi masyarakat hukum adat.

2) Pasal 5:

(1) Susunan masyarakat hukum adat terdiri atas suku, sub suku, klen dan marga.

(2) Suku dan sub suku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan
kesatuan geneologis, teritorial dan fungsional.

(3) Penetapan suku, sub suku,klen danmarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi yang dilakukan oleh panitia masyarakat
hukum adat kabupaten/kota.
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(4) Tata cara pendataan dan verifikasi susunan masyarakat hukum adat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3) Pasal 7: Persyaratan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan sebagai masyarakat
hukum adat, meliputi:

a. adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok;

b. adanya kelembagaan dalam perangkat penguasaan adat;

c. adanya wilayah hukum adat yang jelas;

d. adanya pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati; dan

e. pranata pemerintahan dan sejarah masyarakat hukum adat.

4) Pasal 9:

(1) Wilayah masyarakat hukum adat ditentukan berdasarkan wilayah adat.

(2) Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat wilayah adat suku,sub
suku, klen dan marga.

(3) Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. wilayah adat Tabi;
b. wilayah adat Saireri;
c. wilayah adat Ha Anim;
d. wilayah adat La Pago;dan
e. wilayah adat Me Pago.

5) Pasal 10:

(1) Batas wilayah adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mencakup batas wilayah
administrasi pemerintahan kabupaten/kota.

(2) Dalam hal penentuan batas wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi
perselisihan atau sengketa, diselesaikan melalui lembaga peradilan adat.

(3) Cakupan wilayah adat berdasarkan batas wilayah administrasi pemerintahan
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. wilayah adat Tabi, mencakup:
1. Kota Jayapura.
2. Kabupaten Jayapura.
3. Kabupaten Sarmi.
4. Kabupaten Keerom.
5. Kabupaten Mamberamo Raya.
b. wilayah adat Saireri, mencakup:
1. Kabupaten Kepulauan Yapen.
2. Kabupaten Biak Numfor.
3. Kabupaten Supiori.
4. Kabupaten Waropen.
c. wilayah adat Ha Anim, mencakup:
1. Kabupaten Merauke.
2. Kabupaten Asmat.
3. Kabupaten Mappi.
4. Kabupaten Boven Digoel.
d. wilayah adat La Pago, mencakup:
1. Kabupaten puncak jaya.
2. Kabupaten Jayawijaya.
3. Kabupaten Tolikara.
4. Kabupaten Puncak.
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5. Kabupaten Yahukimo.
6. Kabupaten Lanny Jaya.
7. Kabupaten Pegunungan Bintang.
8. Kabupaten Mamberamo Tengah.
9. Kabupaten Yalimo.
10. Kabupaten Nduga.
e. wilayah adat Me Pago, mencakup:
1. Kabupaten Mimika.
2. Kabupaten Nabire.
3. Kabupaten Paniai.
4. Kabupaten Dogiyai.
5. Kabupaten Deiyai.
6. Kabupaten Intan Jaya.
6) Pasal 11 : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

(1) Gubernur membentuk panitia masyarakat hukum adat dalam melakukan proses
verifikasi dan validasi terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat
lintas kabupaten/kota.

(2) Anggota dan panitia masyarakat hukum adat pada tingkatan provinsi dan
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

7) Pasal 12:

(1) Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut :

a. identifikasi masyarakat hukum adat;
b. verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat; dan
C. penetapan masyarakat hukum adat.
(2) Identifikasi, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8) Pasal 14 : Hak Masyarakat Hukum Adat
Hak masyarakat hukum adat, meliputi:
hak atas hutan adat;
hak atas pembangunan;
hak atas spiritual dan kebudayaan;
hak atas lingkungan hidup;
hak untuk menyelenggarakan pemerintahan adat;
hak atas kekayaan intelektual; dan

g. hak atas wilayah kelola Kawasan perairan.

9) Pasal 15 : Hak Atas Tanah dan Sumber Daya Alam Paragraf 1 Hak Atas Tanah.

(1) Hak atas tanah masyarakat hukum adat meliputi:
a. hak komunal; dan
b. hak perseorangan.

(2) Hak komunal tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

(3) Hak komunal dan hak perorangan atas tanah sebagaimana pada ayat (1) dapat
dialihkan kepada pihak lain, setelah mendapat persetujuan tertulis dari masyarakat
hukum adat.

(4) Pengalihan hak komunal dan hak perorangan atas tanah dilakukan dalam bentuk sewa
dan/atau kontrak.

0 o0 o
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(5) Tata cara pengalihan hak komunal dan hak perorangan atas tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

10) Pasal 16 : Paragraf 2 Hak Atas Sumber Daya Alam.

Masyarakat hukum adat berhak mengelola secara tradisional dan memanfaatkan segala
sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, untuk kesejahteraan
masyarakat hukum adat setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

11)Pasal 17 : Paragraf 3 Restitusi dan Kompensasi atas Pemanfaatan Tanah dan Sumber
Daya Alam.

(1) Masyarakat hukum adat berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang
layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun
temurun, yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak oleh pihak manapun.

(2) Pemberian restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah mendapat penetapan dari pihak adat terkait daftar nama kepemilikan yang sah
menurut aturan dan hukum adat yang berlaku.

(3) Pelaksanaan restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan sesuasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12) Pasal 18 : Hak Atas Hutan Adat
(1) Masyarakat hukum adat berhak:

a. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan;

b. memanfaatkan hasil hutan adat untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari;

c. melakukan kegiatan pengelolaan hutan adat berdasarkan hukum adat yang berlaku
dan tidak bertetentangan dengan peraturan perundang-undangan;dan

d. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

(2) Masyarakat hukum adat didalam dan di sekitar hutan adat berhak memperoleh
kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan adat sekitarnya sebagai lapangan
kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan aspek
kelayakan, keadilan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

13) Pasal 19 : Hak Atas Pembangunan.

(1) Masyarakat hukum adat berhak merencanakan dan mengembangkan sendiri bentuk-
bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah berbasis
pada kearifan dan budaya lokal.

(2) Bentuk-bentuk pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua
bidang dan sektor pembangunan.

(3) Kebutuhan dan karakteristik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama
yang berkaitan dengan aspek demografi dan ekologi ekonomi yaitu:

a. masyarakat hukum adat diwilayah ekologi ekonomi pantai, pesisir dan pulau-pulau;
b. masyarakat hukum adat diwilayah ekokogi ekonomi dataran rendah; dan
c. masyarakat hukum adat diwilayah ekologi dataran tinggi dan pegunungan.

(4) Masyarakat hukum adat berhak menolak kebijakan pembangunan yang merusak
lingkugan hidup serta merugikan masyarakat hukum adat secara sosial, ekonomi
maupun budaya.

14) Pasal 20 : Hak Atas Spiritual dan Kebudayaan
(1) Masyarakat hukum adat berhak menganut kepercayaan dan melaksanakan ritual yang

diwarisi dari leluhurnya.
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(2) Masyarakat hukum adat berhak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang
meliputi  hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan
kebudayaannya melalui pendidikan budaya.

(3) Pendidikan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui
Sekolah Adat.

(4) Sekolah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

(5) Masyarakat hukum adat dan pemerintah daerah wajib mengiventarisasi dan
melindungi benda-benda dan tempat keramat masyarakat hukum adat serta situs
peninggalan sejarah.

15) Pasal 21 : Hak Atas Lingkungan Hidup

(1) Masyarakat hukum adat berhak atas lingkungan hidup yang sehat.

(2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) masyarakat hukum adat berhak untuk mendapatkan
pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi yang luas dalam
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

(3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat hukum adat wajib
menetapkan kawasan konservasi adat.

16) Pasal 22 : Hak Untuk Mengurus Diri Sendiri

(1) Masyarakat hukum adat berhak untuk mengurus diri sendiri secara swadaya, melalui
kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah ada secara turun temurun melalui sistem
pemerintahan asli.

(2) Pemerintahan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sistem
pemerintahan berdasarkan sejarah asal usul yang penyebutannya menurut masing-
masing suku, sub suku, klen dan marga.

(3) Pelaksanaan sistem pemerintahan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan sistem pemerintahan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Perdasus tentang Pedoman Pembentukan Kampung Adat.

17) Pasal 23 : Kewajiban Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat hukum adat mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemeliharaan hasil pembangunan;

c. menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara;

d. menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan;

e. bekerja sama dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat;

f. menjaga dan memelihara kawasan hutan adat dari kerusakan dan
gangguan;

g. melaksanakan dan melestarikan hukum adat dan adat istiadatnya dalam wilayah
adatnya;

h. menghormati, menghargai dan melindungi hak-hak masyarakat lainnya;

i. mendukung program pendidikan formal maupun informal yang diselenggarakan oleh
pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat hukum adat;

j.  melestarikan dan mengembangkan aset-aset ekonomi serta lembaga ekonomi sesuai
dengan nilai-nilai kearifan lokalnya;

k. memberikan informasi bagi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah yang
bersentuhan dengan keberadaan masyarakat hukum adat; dan

I.  mematuhi peraturan perundang-undangan.
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18) Pasal 29 : Kewajiban Pemerintah Daerah

(1) Pemerintah daerah wajib melaksanakan sosialisasi semua peraturan daerah provinsi
yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat kepada masyarakat hukum adat.

(2) Pemerintah daerah wajib memberikan dukungan teknis dan pendampingan bagi
pemerintah daerah kabupaten/kota untuk pelaksanaan peraturan daerah yang berkaitan
dengan masyarakat hukum adat.

(3) Dukungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tenaga ahli.

19) Pasal 30 : Tanggungjawab Pemerintah Daerah
Tanggungjawab pemerintah daerah terhadap masyarakat hukum adat yang telah memperoleh
pengakuan, sebagai berikut :

a. memberikan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta pendanaan kepada panitia
masyarakat hukum adat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kemampuan
keuangan daerah;

b. melakukan pembinaan sesuai karakteristik masyarakat hukum adat;

c. mendorong adanya partisipasi efektif masyarakat hukum adat dalam pembahasan
kebijakan dan perencanaan program pembangunan khususnya yang memiliki dampak
di wilayah masyarakat hukum adat setempat; dan

d. mendorong semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah
menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.

Gambar 1. Kegiatan pengabdian bersama masyarakat di Kampung Nendali
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KESIMPULAN

Melalui kegiatan pengabdian sosialisasi atau ceramah Penyuluhan Hukum Peraturan
Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan
Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Papua Pada Masyarakat Di Kampung Nendali Distrik
Sentani Timur Kabupaten Jayapura, pada awalnya masyarakat setempat terlihat masih kurang
minat karena kurang pahamnya mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku
khususnya mengatur tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Setelah
masyarakat setempat mengikuti sosialisasi dan pendampingan oleh tim pengabdian, maka
mitra mendapatkan pengetahuan mengenai adanya Peraturah Daerah yang memberikan
pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi Papua guna memperoleh
kepastian hukum.

Saran dari Tim Pengabdi kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu melakukan
pembinaan dan pendampingan lebih lanjut terhadap masyarakat di Kampung Nendali Distrik
Sentani Timur mengenai Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 Tentang
Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dan juga perlu adanya kerjasama
antara masyarakat adat setempat dengan pemerintah daerah sebagai penyelenggara untuk
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat sehingga terwujud
keharmonisan dan keamanan didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
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